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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal
15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan
bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi
waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Barat
dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya
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ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Dengan telah dilantiknya Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon masa bakti periode
2014-2019, pada tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 131.2-813 Tahun 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan
Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 132.32-814 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Pengesahan
Pengangkatan Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat, maka melekat kewajiban
untuk menyusun RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebagai pedoman
pembangunan selama 5 (lima) tahun.
Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah
dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD juga telah
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa

Barat dan Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, dan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun berdasarkan kolaborasi empat

pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan pasangan kepala
daerah sebagai proses penyusunan rencana program. Pemilihan pasangan kepala
daerah dilakukan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan
para calon kepala daerah pada saat kampanye.

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik oleh lembaga yang secara

fungsional bertugas untuk hal tersebut.
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3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan

pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses Tersebut kemudian

diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Selain itu, hal yang mendapat perhatian adalah pemahaman awal posisi Kabupaten

Cirebon yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini

muncul dari faktor karakteristik geostrategis wilayah yang meliputi geoekonomi,

geopolitik, geososiobudaya, geohistori dan georeligi.

Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019 merupakan Tahap Il RPJPD

Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan

politis, yaitu :

1.

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan media untuk
mengimplementasikan janji pasangan kepala daerah terpilih yang telah
disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan pedoman pembangunan
daerah dan penyelerasan dengan pembangunan nasional, Jawa Barat, dan daerah
perbatasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 merupakan pedoman penyusunan
RKPD, Keberadaanya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi
(Renstra) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD).

RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan alat atau instrument
pengendalian bagi satuan evaluasi dan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan instrumen untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun.
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6. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan pedoman penilaian
keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6

tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 melalui berbagai tahapan
analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan stakeholders
dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan
keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan
pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah
daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan,
perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator
kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan
komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten
Cirebon untuk mewujudkan arah dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 berlandaskan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019 Halaman | -4



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

206.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 2 Seri D)

32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 .

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon .

34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah

35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ,
tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Cirebon
Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional Tahun 2010 -

2014 dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
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Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah menjadi kebijakan dan program pembangunan daerah selama satu
periode masa jabatan. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan
sumber pendanaan dalam dokumen perencanaan disusun berdasarkan pendekatan
kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan dan penganggaran
terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib dengan mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJM Daerah
sebagai dokumen strategik perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon, yang akan menjadi
acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. RKPD Kabupaten
Cirebon akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBD Kabupaten Cirebon.
Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar

dibawabh ini.
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Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 sebagai berikut:

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

\'

Vil

VIl

PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar
dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi
daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, ekonomis, dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.

VISI, MiSI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai
dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam  mencapai
tujuan dan sasaran.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program
pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan indikatif.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi yang
ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.
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BAB

BAB

X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah.

XI  PENUTUP

1.5. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk

memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam

mewujudkan sinergi dan keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon

dalam kurun 2014-2019.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019

adalah:

1.

Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi
sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon

Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program
prioritas pembangunan daerah jangka menengah;

Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang
meliputi RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD;

Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap SKPD;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan
pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terarah, terpadu, dan terukur.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon

serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
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BAB Il

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Wilayah Kabupaten Cirebon membentang dari Barat Laut ke Tenggara, menjadi pintu
gerbang Provinsi Jawa Barat di bagian Timur, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa

Tengah.

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Cirebon memiliki letak geostrategis dijalur Pantai Utara Jawa Barat dengan
panjang garis pantai + 54 kilometer (km). Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon
berada pada posisi 108°19’30”- 108°50’03”Bujur Timur (BT) dan 6°30’58”- 7°00°24”
Lintang Selatan (LS). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak
terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 54 km. Secara administratif, Kabupaten Cirebon
memiliki wilayah seluas 990,36 Km® yang terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12

kelurahan, 9.377 Rukun Tetangga (RT) dan 2.700 Rukun Warga (RW).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewenangan untuk mengelola perairan pesisir
dalam zona 0-4 mil dari garis pantai. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas 399.6 km* (54km x 4mil x

1.85km).

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut
Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat Laut : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
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PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN CREBON
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN CIRE!
TAHUN 2011-2031
PETA ADMINISTRAS| KABUPATEN CIREBON

T

Datum Horisontal

Muka Ak Laut
Zona Salatan 43
Siatom Goa Grid Geografi dan Geid UTM

INSERT PETA

BUPATI CIREBON

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM

S_umber: RTRW Kabup_aten Cirebc_)n, 201

Gambar 2.1.Peta Administrasi Kabupaten Cirebon

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Cirebon memilikiposisi yang strategis (geo-

strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

d)

Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga
menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan potensi
pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik investor ke wilayah ini.
Wilayah Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang dilalui oleh jalan
arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta
dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon.

Wilayah Kabupaten Cirebon menjadi lintasan ruas jalan bebas hambatan (Jalan
Tol) yakni ruas jalan tol Cikampek-Palimanan (Cikapa), ruas jalan tolPalimanan-
Kanci (Palikanci), ruas jalan tol Kanci-Pejagan.

Wilayah Kabupaten Cirebon dilalui juga oleh Jalur Kereta Api yakni jalur kereta api

Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara
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Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa
(Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).

e) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric Power (CEP)
di Kecamatan Astanajapura yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur

transmisi Sumatera-Jawa-Bali.

2.1.1.2. Ketinggian (Topografis)

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara 0-130 meter di atas permukaan
laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak sepanjang jalur Pantura termasuk pada
dataran rendah yang memiliki ketinggian antara o — 10 m, yaitu Kecamatan Gunungjati,
Suranenggala, Kapetakan, Mundu, Gebang, Pangenan, Losari, Astanajapura dan
Pabedilan. Adapun wilayah kecamatan yang terletak di bagian Selatan memiliki
ketinggian antara 11-130 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Cirebon dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas + 64.636 Ha atau
65,31% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

2)  Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas +1.525,20 Ha atau
10,65% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

3)  Wilayahdengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas +10.196,40 Ha atau
10,30% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

4)  Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas * 61.150 Ha atau
6,21% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

5)  Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas * 4.275,55 Ha
atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

6) Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas * 2.180,20 Ha atau
2,20% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

Kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Cirebon bervariasi antara 0-8% sampai

dengan lebih dari 40%.
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Tabel 2.1. Kemiringan Lereng di Kabupaten Cirebon

No | Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%)
1 |0-8% 88.075, 71 88,93
2 | >8-15% 2.598, 48 2,62
3 | >15-25% 5.152, 05 5,2
4 | >25-40% 1.853, 52 1,87
5 [>40% 1356, 24 1,37
Jumlah 99.036 100

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN CREBON

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
ATEN CREBON
TAHUN 2011-2031

PETAKEMIRINGAN LERENG DI KABUPATEN CIREBON

INSERT PETA

i

KETERANGAN :

BUPATI CIREBON

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011
Gambar 2.2.Peta kemiringan lahan

2.1.1.3. Struktur dan Jenis Tanah (Geologis).

Kabupaten Cirebon memiliki struktur dan jenis tanah beragam. Berdasarkan hasil
identifikasi, struktur geologis tanah adalah hasil gunung api muda yang tak terurai
(Qyu) seluas 33.740 Ha (34,10%), breksi kompleks Kromong (Qvk) seluas 1.110 Ha (1,12
%), batu gamping kompleks Kromong (M) seluas 202,60 Ha, formasi Kaliwungu (Pk)

seluas 8.964,20 Ha (9,06%), formasi Cijulang (Tpel) seluas 825 Ha (0,83%), formasi
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Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345 Ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu)
seluas 560 Ha (0,63%).Kondisi struktur geologistersebut dipengaruhi oleh keberadaan
Gunung Ciremai. Jika ditinjau dari kondisi jenis tanah, wilayah Kabupaten Cirebon
didominasi oleh jenis tanah aluvial (aluvial/Qa)seluas 52.224 ha (52,76%),baik aluvial
kelabu, aluvial kelabu tua, maupun asosiasi aluvial kelabu tua dan asosiasi regosol
kelabu, regosol coklat keterabuan. Jenis-jenis tanah tersebut umumnya sesuai untuk
pertanian semusim terutama padi, palawija dan perikanan. Jenis tanah lainnya adalah

litosol, grumosol, mediteran, latasol, podsolik, regosol, dan gleihumus.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

KABUPATEN CREBON
TAHUN 20112031

PETA JENIS TANAH DI KABUPATEN CIREBON

SKALA
Proyessl o
n
.

INSERT PETA

-l

KETERANGAN :

ATAS DESA

BUPATI CIREBON

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.3.Peta Jenis tanah di Kabupaten Cirebon
2.1.1.4. Sumber Daya Air (Hidrologis).

Tinjauan kondisi hidrologis meliputi air tanah dan air permukaan. Kondisi sebaran air
tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan empat wilayah, yaitu air tanah
asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan air tanah langka. Berdasarkan jenis, air
tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air
permukaan meliputi sungai, danau/situ dan mata air.
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2.1.1.4.1. Air Permukaan

2.1.1.4.1.1.  Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-Cisanggarung,
dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS
Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager,
DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang,
DAS Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Juga, Kabupaten Cirebon memiliki empat
belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) seluas 1.312 Km2.
DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan
Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Pembagian pengelolaan kewewenang DI tersebut sebagai berikut:
a. DI dengan kewenangan pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten
Cirebon meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes
dan Sungai Cimanis.

b. DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas+ 32.503 Ha meliputi:

—_
.

DI Rentang seluas * 20.632 Ha;

g

DI Ciwaringan seluas +1.103 Ha;
3. DI Seuseupan seluas + 3.865 Ha dan
4. DI Cikeusik seluas +6.903 Ha.

c. Dl kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas +8.988 Ha meliputi:

—_
.

DI Walahar seluas #1.292 Ha;

2. Dl Jamblang seluas * 2.164 Ha;

3. Dl Cipager seluas *1.056 Ha;

4. DI Setupatok seluas +1.408 Ha;
5. DI Paniis Lebak seluas + 332 Ha;
6. DI Cibacang seluas + 259 Ha;

DI Cipurut seluas * 134 Ha;
8. Dl Jawa seluas + 111 Ha;
9. DI Mungkal Gajah seluas * 27 Ha;

10. DI Katiga seluas + 662 Ha; dan
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11. DI Ambit seluas * 1.543 Ha.
d. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon seluas *+ 6.002 Ha meliputi:
1. DI Jatisawit seluas + 690 Ha;
2. DI Sokaseluas + 282 Ha;
DI Rajadana seluas * 170 Ha;
DI Ciparigi seluas 467 Ha;
DI Keputon seluas * 446 Ha;

3

4

5

6. DIW.Sedong seluas + 168 Ha;

7. DI Ciwado seluas * 833 Ha;

8. DI Agung seluas * 711 Ha;

9. DI Kecepet seluas * 477 Ha;

10. DI Panongan seluas + 952 Ha dan

11. DI Cangkuang seluas + 806 Ha.

2.1.1.4.2. Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen
Kecamatan Mundu,luas 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak #13.790.000 m’,
dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong,luas #19,67 Ha dengan

kapasitas tampung sebanyak +1.850.000 m?.

2.1.1.4.3. Mata Air
Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang

tersebar di dua belas kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2.

Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No Kecamatan

Jumlah

Titik Nama Mata Air

1 | Dukupuntang

4 Mata air Citangkurak di Desa Cipanas
Mata air Cidahu di Desa Cipanas
Mata air Cibuyut di Desa Cipanas

Mata air Cilingga di Desa Cangkoak

2 | Palimanan

Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante

Beber

2lrlew N

Mata air Cimara di Desa Sindang
Kempeng

Mata air Balonggede di Desa Cipinang
Mata air Ciwaru di Desa Beber

4 | Greged

Mata air Bakam di Desa Greged

Mata air Umbar di Desa Nanggela

Mata air Cilengceng di Desa Nanggela
Mata air Mandiangin di Desa Durajaya
Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak
Mata air Pakuwon di Desa Gumulung
Mata air Pagadungan di Desa Lebak
Mekar

N OV AW NS

5 | Lemahabang

14 Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa

Mata air Cidahu di Desa Belawa

Mata air Ciloa di Desa Belawa

Mata air Kegambulan di Desa Belawa;

Mata air Cikondang di Desa Wangkelang;

Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang;

Mata air Pesantren di Desa Pasawahan;

Mata air Cibinung di Desa Pasawahan;

Mata air Sumurgandung di Desa

Pasawahan;

10. Mata air Sindang Pancuran di Desa
Sindanglaut;

11. Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut;

12. Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh;

13. Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh
Kulon;

14. Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon;

O N o AW NS

6 | Sedong

1 1. Mata air Ciwado di Desa Panongan

Astanajapura

N

1 1. Mata air Pesantren di Desa Munjul

8 | Waled

5 1. Mata air Gunung Tukung di Desa Waled
Asem;

2. Mata air Cudus Gintung di Desa Waled
Asem
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No Kecamatan Jur.n!ah Nama Mata Air
Titik

Mata air Gunung Cibelut di Desa Ciuyah
Mata air Balong di Desa Ciuyah

Mata air Bulak Canggah di Desa Ciuyah
Mata air Tambu Racak di Desa Cigobang
Mata air Cikondang di Desa Cigobang
Wangi

Mata air Kondangsari di Desa Sumur
Kondang

Mata air Krandon di Desa Krandon

Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat

Mata air Seureuh Beureum di Desa
Sidawangi

3. Mata air Sipedang di Desa Sidawangi

9 | Pasaleman 2

NI VI NV

—_
.

10 | Karangsembung 1

11 | Talun 2

12 | Sumber 3

NN

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon
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